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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi,  dan  Sekretariat Komisi   Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota, maka 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten Kubu Raya tentang Satuan Tugas 

penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kubu Raya. 

 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 



Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6832); Peraturan  Pemerintah  Nomor  60   Tahun  2008  tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun  2008 

Nomor  127,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang  Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172). 

 



- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur 

tentang : 

1. Pembentukan dan penetapan satuan tugas SPIP pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kubu Raya. 

2. Wewenang dan tanggung jawab satuan tugas SPIP pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kubu Raya, yakni sebagai berikut : 

a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang 

meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk 

teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP. 

c. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP 

3. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada 

tanggal 24 Oktober 2023. 

- Lampiran 1 Halaman. 

 


